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PUTUSAN
Nomor 1906/Pdt.G/2016/PA.Tbn.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Pembantu Rumah Tangga, bertempat di XX Kecamatan
Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat".,
melawan

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan
Tukang Becak, bertempat di XX, Kecamatan Tuban,

Kabupaten Tuban, selanjuthya disebut sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para

saksi di depan sidang Pengadilan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus
2016 telah mengajukan gugatan cerai dan gugatan tersebut telah didaftarkan
di Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Tuban dengan  Nomor
1906/Pdt.G/2016/PA.Tbn, tanggal 31 Agustus 2016 dengan alasan sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1998, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan
Akta Nikah Nomor 512/69/XV/1998 tanggal 15 Nopember 1998), dan
pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda

cerai dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina

rumahtangga dirumah orangtua Penggugat selama 16 tahun 11 bulan;

3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri
(bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing

bernama 1. XX umur 17 tahun, 2. XX umur 3 tahun 6 bulan;

4. Bahwa kurang lebih sejak September 2015 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat malas bekerja, karena itu Tergugat jarang memberi nafkah
kepada Penggugat, dan setiap diingatkan Tergugat malah marah-

marah bahkan sampai menganiaya Penggugat ;

b. Tergugat setiap terjadi perselisihan sering mengatakan ingin

menceraikan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
tersebut sering terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan
tetapi hingga Oktober 2015 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya
Tergugat diusir oleh Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah
orangtua Tergugat yang beralamatkan didesa Sugiharjo, Kecamatan
Tuban, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah

berpisah selama 10 bulan;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir
dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak
sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan
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oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan

dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (NAMA) terhadap

Penggugat (NAMA);

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat
dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua
Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik
melalui tahapan persidangan maupun lewat mediasi oleh Mediator
Pengadilan Agama Tuban H. ANSHOR,S.H. dengan Penetapan tanggal 16
September 2016, namun tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
membacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan
telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15
Nopember 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina

rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 16 tahun 11 bulan;
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- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis
dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur
17 tahun, 2. XX umur 3 tahun 6 bulan;

- Tergugat malas bekerja, karena itu Tergugat jarang memberi nafkah
kepada Penggugat, dan setiap diingatkan Tergugat malah marah-marah

bahkan sampai menganiaya Penggugat ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama 10 bulan ;

- Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut saat ini kehidupan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sulit di persatukan lagi, dan Tergugat
tidak keberatan ikatan perkawinan ini di ceraikan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
menyampaikan relik secara lisan yang menyatakan tetap pada pendiriannya
sebagaimana dalil-dalil dalaam surat gugatan tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

e Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/69/X1/1998, tanggal 15
Nopember 1998, vyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti tersebut telah bermeterai
cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1) ;

Bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat di persidangan juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di
XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan

mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah,

Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua
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Penggugat selama 16 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua)
anak masing-masing bernama 1. XX umur 17 tahun, 2. XX umur 3
tahun 6 bulan.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih
dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja
dan tidak dapat mencukupi nafkah belanja kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal selama 4 (empat) bulan dan selama itu mereka sudah tidak
pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;

- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kesra),
tempat kediaman di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,
dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah Tetangga Penggugat.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan
mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah,
Penggugat dan Tergugat membina dirumah orangtua Penggugat
selama 16 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-
masing bernama 1. XX umur 17 tahun, 2. XX umur 3 tahun 6 bulan.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih
dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak bisa
memberi nafkah belanja kepada Penggugat secara cukup ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal selama 4 (empat) bulan, dan selama itu mereka sudah tidak
pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;

- Bahwa saksi selaku keluarga, telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat

mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

1. NAMA umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, saksi telah memberikan
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu Kandung Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri sah yang menikah di Tuban ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke persidangan ini adalah untuk
bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
membina rumah tangga di trumah orang tua Penggugat selama 16
tahun 11 bulan ;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang
anak masing-masing bernama XX umur 17 tahun, dan XX umur 3
tahun 6 bulan.;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sekarang, mereka sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi, karena Tergugat telah diusir oleh Penggugat dari
rumahnya ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak saling
kunjung mengunjungi ;

- Bahwa saksi selaku ibu kandung  Tergugat telah berusaha
merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan

Penggugat menyatakan tetapnya pada gugatannya untuk bercerai dengan

Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan

Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;
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Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat
dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka
ditunjuklah  Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan
sidang, dan memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula
memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana
dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan
menunjuk H. ANSHOR, S.H. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 15 Nopember 1998, dan ikatan perkawinan tersebut
tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai
legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokonya mohon untuk
bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat malas bekerja, karena itu
Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan setiap diingatkan

Tergugat malah marah-marah bahkan sampai menganiaya Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di
Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah
meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat
dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, sebab
Tergugat berprinsip tidak ingin berpisah dan ingin tetap mempertahankan

perkawinan ;
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Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan
Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan
dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah
sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk
kembali rukun ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh
Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat
diberi kesempatan untuk membuktikan dalinya masing-masing dengan
pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Mejelis telah
mendengarkan keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, dan 2
(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup,
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti P.1
tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai  pembuktian yang
sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Peggugat dan
Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat, masing-masing bernama XX dan XX, kedua saksi tersebut
menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut
agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka
syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi
Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga saksi

Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan,
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penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang

satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahn 1989

tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah

memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi

tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh
Tergugat, bernama XX, saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah
mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan
keterangan di depan sidang ;

Menimbang, bahwa karena Termohon hanya mengajukan satu orang
saksi dan kesaksian satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus
testis), artinya seorang saksi yang memberi keterangan untuk meneguhkan
dalil-dalil gugatannya tidak dapat membuktikan dalil-dalil tersebut karena
tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, sebagaimana diatur dalam
Pasal 169 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat,
maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di
Tuban pada tanggal 15 Nopember 1998 dan dari perkawinan tersebut
telah melahirkan 2 orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bulan Oktober 2015 sering
diwarnai pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran yang
menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saatini ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat

malas bekerja, karena itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada
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Penggugat, dan setiap diingatkan Tergugat malah marah-marah bahkan
sampai menganiaya Penggugat

- Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama 10 bulan ;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan
Tergugat karena mengalami trauma dan merasa tertekan selama hidup
dengan Tergugat ;

- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak
keluarga, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tapi upaya
tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan
perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali
rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik
cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak
berhasil;
Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
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Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat
dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
yang disebabkan Tergugat malas bekerja, karena itu Tergugat jarang
memberi nafkah kepada Penggugat, dan setiap diingatkan Tergugat malah
marah-marah bahkan sampai menganiaya Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai
sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar
dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian
unsur kedua juga telah terpenunhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap
persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, dan Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai
melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut
tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah
menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur
terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraaturan Perundang-
undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah

pecah dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan
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Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan
salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan
pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii
Ath-Thalag, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian
ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak
bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang
(tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu
adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat
keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-
fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau
lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, sementara
Tergugat tidak mau bercerai, maka hal ini telah membuktikan lepasnya
ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan
tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kreteria
perkawinan  sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut
pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai
tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau
terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti

ketentuan Syari’at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2
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Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut
Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi
Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka
Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat
dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana
maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994.
Dari VYurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila
alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran
telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat
siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah,
karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa
dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak
ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang
bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal
mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan
penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya,
bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan
Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang

berbunyi :

Ejnb @E°J0° tvnl @nkE °a &S0 E, &asU
ECPA b%I %FA- ; 2&

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya

disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak
satu";
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
terlepas dari siapa yang salah yang menjadi penyebab pertengkaran, Majelis
Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan
amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh
Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dan segala ketentuan
Perundang-undangan dan segala ketentuaan hukum Syari’at yang berkaitan
dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shughra Tergugat (NAMA)  terhadap
Penggugat (NAMA) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan
Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten

Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga pulu satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriyah. pada hari itu juga
putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. IRWANDI, M.H.,
sebagai Ketua Majelis Drs. H. NURSALIM, S.H., MH. dan Dra. Hi.
SUFUATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu
oleh WAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

dan Termohon;

Hakim Anggota | Ketua Majelis

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota |l

Dra. Hj. SUFUJATIM.H.

Panitera Pengganti

WAWAN, S.H.
Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 540.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 631.000,-
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